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ABSTRAK  

 

Ismail.2017.”Implementasi Prinsip checks and balances  Antara Badan 

Permusyawaratan Desa Dengan Pemerintah Desa Dalam Penyusunan 

Peraturan Desa(Studi Kasus Desa Tegalombo, Kecamatan Tegalombo, 

Kabupaten Pacitan)”. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing (I) Drs. Sulton, M.Si  (II) Prihma 

SintaUtamiM.Pd 

 

Kata Kunci : Prinsip Checks and Balances, Penyusunan Peraturan Desa 

Agenda besar reformasi adalah menghendaki sistem pemerintahan Negara 

Indonesia berbentuk desentralisasi yaitu suatu pemerintahan yang memberikan 

kewenangan kepada daerah untuk mengelola rumah tangganya sendri. Munculnya 

otonomi daerah ditandai dengan terbitnya  UU No 22 Th 1999, kemudian direvisi 

menjadi UU No 32 Th 2004, dan disempurnakan menjadi UU No 23 Th 2014. Otonomi 

daerah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola potensi  desa yang 

dimiliki hal ini dikuatkan dengan diterbitkanya UU No 6 Th 2014 Tentang Desa.  

  Tujuan penelitian ini adalah; 1). Untuk mengetahui implementasi prinsip checks 

and balances Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa  dalam penyusunan 

rancangan peraturan desa, 2). Untuk mengetahui implementasi prinsip checks and 

balances Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa  dalam pembahasan 

rancangan peraturan desa, 3). Untuk mengetahui implementasi prinsip checks and 

balances Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa  dalam penetapan 

rancangan peraturan desa.       

 Jenis penelitian ini adalah kualitatif obyek penelitian di Desa Tegalombo 

Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, jenis penelitian yang digunakan adalah study 

kasus, prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data, dan 

kesimpulan.          

 Hasil dari penelitian ini adalah: 1). Dalam penyusunan rancangan peraturan desa 

belum terjadi checks and balances karena rumusan peraturan desa didominasi oleh 

pemerintah desa dimana Badan Permusyawaratan Desa tidak berdaya mengusulkan 

rancangan peraturan desa ada tiga faktor yang menyebapkan ketidak berdayaan Badan 

Permusyawaratan Desa diantaranya: Kesibukan angotanya, Lemahnya pendidikan politik 

sehingga terjadi kesalahan persepsi terkait dengan posisi dan tugasnya, dan Badan 

Permusyawaratan Desa tidak punya perangakat administrasi dan pedoman kaitanya 

dengan tugas dan kewenangannya, 2). Dalam pembahasana rancangan peraturan desa 

belum  terjadi checks and balances karena Badan Permusyawaratan Desa tidak ada upaya 

untuk mengontrol rancangan peraturan desa yang diajukan pemerintah desa, katidak 

berdayaan ini disebapkan karena BPD tidak punya perangkat pedoman penyusunan 

peraturan desa hal ini disebapkan karena kurangnya pendidikan politik, 3).  Dalam 

penetapan peraturan desa belum terjadi checks and balances karena peraturan yang di 

tetapkan meskipun Badan Permusyawaratan Desa menyetujui akan tetapi rancangan 

peraturan yang disetujui kurang memuat asas-asas : mengayomi, keadilan, kesamaan, 

ketertipan, dan keseimbangan. Yang intinya belum mampu menyejahterakan masyarakat 

secara keseluruhan.  
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ABSTRACT 

Ismail.2017 "Implementation Principles of checks and balances Between Village 

Consultative Bodies With Village Government In Preparation of Village Rules 

(Case Study of Tegalombo Village, Tegalombo Sub-district, Pacitan Regency)". 

Thesis, Study Program of Pancasila Education and Citizenship, Faculty of 

Teacher Training and Education, Muhammadiyah University Ponorogo. 

Supervisor (I) Drs. Sulton, M.Si (II) Prihma SintaUtamiM.Pd 

Keywords: Principles of Checks and Balances, Village Rules Preparation 

The great agenda of reform is the government system of the State of Indonesia in 

the form of decentralization that is a government that gives authority to the regions to 

manage their own households. The emergence of regional autonomy is marked by the 

issuance of Law No. 22 Th 1999, then revised into Law No. 32 Th 2004, and refined into 

Law No. 23 Th 2014. Regional autonomy gives authority to the village to manage the 

potential of the village owned by this is reinforced by the issuance of Law No. 6 Th 2014 

About Village. The purpose of this research is; 1). To know the implementation of the 

checks and balances principle of the Village Consultative Body with the village 

government in drafting the village regulations, 2). To know the implementation of the 

checks and balances principle of the Village Consultative Body with the village 

government in the discussion of village regulations draft, 3). To know the implementation 

of the principle of checks and balances of the Village Consultative Body with the village 

government in determining the village regulation draft. The type of this research is 

qualitative research object in Tegalombo Village, Tegalombo District Pacitan Regency, 

the type of research used is case study, the procedure used to collect data is observation, 

interview, and documentation. Data analysis techniques used data reduction, data 

presentation, and conclusions.         

  The results of this study are: 1). In the preparation of village regulation 

draft has not happened checks and balances because the formulation of village regulations 

is dominated by the village government where the Village Consultative Council is 

powerless to propose the draft of village regulations there are three factors that 

menyebapkan the empowerment of the Village Deliberation Agency include: Anggae 

Angotanya, weakness of political education resulting perception errors In relation to its 

position and duties, and the Village Consultative Body does not have administrative and 

kaitanya communication with its duties and authorities, 2). In the discussion of the village 

regulation draft, there have been no checks and balances since the Village Consultative 

Board has no effort to control the village regulation draft proposed by the village 

government. This empowerment is not permitted because BPD does not have a set of 

rules for the preparation of village regulations because it lacks political education 3) . In 

the determination of village regulations there has not been any checks and balances due to 

the regulations set forth although the Village Deliberative Council agreed but the 

approved draft regulation does not contain the following principles: protection, justice, 

equality, orderliness, and balance. The core has not been able to prosper the community 

as a whol. 
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